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MOTTO

“Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah!”
(Behold, all affairs tend towards Allah!)

(QS. Asy-Syura: 53)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”
(On no soul doth Allah Place a burden greater than it can bear.)

(QS. Al-Bagarah: 286)

“Apa pun yang telah allah dititipkan pada diri kita, ikhlaskan.
Bersyukur karena setiap kita bisa menjadi istimewa dengan caranya masing-masing”’

(Fitri Maharani)
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ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Article 4 of Government Regulation Number
17 of 2013 About Facilitation of MSME Development in PALI District in 2017 ". The
backgroundthis research specifically the implementation of Article 4 of Government
Regulation Number 17 of 2013 concerning Facilitation of MSME in the field of resources
humans Regency Head of District. The purpose of this study is to find out Implementation
of Article 4 of Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Development
Facilitation MSMEs in PALI Regency in 2017. This type of research is descriptive
research using qualitative research methods. The type of data used is the primary data type
and secondary data. While the technique of data collection is done through observation,
interviews depth, and documentation. This research uses Charles O. Jones theory which
consists of organization implementing policies, interpretations, and applications or
implementing policies. The research findings show that the stages of the organizational
structure, organizational structure that has not running effectively, overlapping tasks
between employees, and the budget that has not fully realized. At the stage of
interpretation, there are still entrepreneurs who do not understand about material delivered
during training, lack of intensity and time needed on during training and the absence of
regulations that certainly govern entrepreneurship training activities. At the stage of the
policy application, entrepreneurs do not know about training matters carried out at the
Office of Cooperatives and SMEs, this is due to the lack of access to good information in
print, online media, or social media. Based on these findings, the solution is at the stage
organizational structure, there needs to be a comprehensive review of which structures
important for the Office of Cooperatives and SMEs and definite division of tasks. Solution
to the stage of interpretation, official service meetings with employers are carried out more
intensely and necessary there are clear rules and regulations when implementing policies
and time and meetings with entrepreneurs more intense. Finally at the application stage,
the cooperative and SME services need to be working with the media so that the
information available to the public.

Keywords : in the UMKM Development Facilility in PALI District



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017 ”. Yang
melatarbelakangi penelitian ini Khususnya Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM dalam bidang sumber
daya manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kabupaten
PALI Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan
metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data
sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Charles O.Jones yang
terdiri dari organisasi pelaksana kebijakan, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan
pelaksana kebijakan. Temuan penelitian menunjukan bahwa tahapan struktur organisasi,
Struktur organisasi yang belum berjalan dengan efektif, terjadinya tumpang tindih tugas
antar pegawai, dan anggaran yang belum terealisasi penuh. Pada tahapan interprestasi,
masih ada pengusaha yang tidak paham mengenai materi yang disampaikan pada saat
pelatihan, kurangnya intensitas dan waktu yang dibutuhkan pada saat pelatihan dan tidak
adanya peraturan yang pasti mengatur kegiatan pelatihan kewirausahaan. Pada tahapan
aplikasi kebijakan, para pengusaha tidak mengetahui hal terkait pelatihan yang dilakukan
di Dinas Koperasi dan UKM, hal ini disebabkan karena minimnya akses informasi baik itu
di media cetak, media online, atau media sosial. Berdasarkan temuan ini, maka solusi pada
tahap struktur organisasi, perlu ada peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai struktur
mana saja yang penting bagi dinas Koperasi dan UKM dan dilakukannya pembagian tugas
secara pasti. Solusi pada tahapan interprestasi, pertemuan pihak dinas dengan pengusaha
dilakukan lebih intens lagi dan perlu adanya ketetapan peraturan yang jelas pada saat
pelaksanaan kebijakan serta waktu dan pertemuan dengan pengusaha lebih intens lagi.
Terakhir pada tahapan aplikasi, dinas koperasi dan UKM perlu bekerja sama dengan pihak
media agar informasi yang ada dapat diketahui oleh masyarakat.

Kata Kunci : Fasilitasi Pengembangan UMKM Di Kabupaten PALI
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan banyak hal baik itu dari sumber daya
manusia maupun sumber daya alam, namun sejak pertengahan Tahun 1997 krisis ekonomi
yang menimpa bangsa indonesia hingga kini masih dirasakan dampaknya baik itu dari sisi
negatif maupun positif. Dampak negatif krisis ekonomi itu antara lain pertumbuhan
ekonomi yang semakin merendah, perusahaan banyak mengalami kebangkrutan, dan
dampak krisis yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Sedangkan dampak
positifnya yaitu berupa mengingatkan dan menyadarkan pemerintah akan perlunya
perubahan paradigma pembangunan yang selama ini menggunakan pendekatan-pendekatan
yang berlandaskan ekonomi konglomerat untuk dikembalikan ke ekonomi kerakyatan.
Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk masa yang akan datang
bahkan setiap Tahun anggaran selalu digelontarkan pemerintah untuk membangun
perokonomian masyarakat Indonesia.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan maka segenap potensi harus digali,
dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi
manusia yang mesti di kembangkan baik itu dari segi pengetahuan maupun keterampilan
sehingga mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara
maksimal sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasikan. Oleh karena
itu untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah serta masyarakat harus saling bekerjasama sebagai pelaku utama pembangunan.

Sedangkan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang lebih



penting yaitu berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta
menumbuhkan usaha-usaha masyarakat yang telah ada tersebut. Namun pada hakikatnya
tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini tercantum di dalam pembukaan UUD 1995 dinyatakan bahwa tujuan
dari pembangunan nasional bangsa Imdonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dikemukakan oleh staf
bagian keuangan di sekretariat dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah mengenai
tujuan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI) yaitu:

“ Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten PALI setiap Tahun terus
mengalami peningkatan baik dalam jumlah pengusaha maupun produknya, selain itu
UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan masyarakat Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) “

Tabel 1 : Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

No Uraian Kriteria
Asset Omset
1. Usaha Mikro Maks 50 juta Maks 300 juta
2. Usaha Kecil >50 juta-500 juta >300 juta - 2,5 milyar
3. Usaha Menengah >500 juta-1 milyar >2,5 milyar-50 milyar

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
peroleh pengertian bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau
badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil mikro sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang



berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan.

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) masih dianggap belum mampu
meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat nasional terutamanya di regional ASEAN hal
ini disebabkan karena kurangnya permodalan serta sarana dan prasarana dalam
menyebarkan produk-produk yang telah ada. Jika pengusaha memiliki modal yang cukup
maka usaha yang ada dapat dikembangkan. Selain itu usaha kecil dan mikro merupakan
usaha perorangan dan mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya terbatas,
sedangkan modal pinjaman dari bank atau modal lainnya sulit diperoleh. Maka dari itu
dalam praktek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering kali berada di posisi
yang lemah. Pemerintah mulai berusaha memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Pembentukan dan peran serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik di tingkat
pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat meningkatkan kinerja dan daya
saing. Sejalan dengan otonomi daerah, pembangunan UMKM merupakan salah satu peran
pemerintah agar dapat melatih dan mengembangkan setiap usaha-usaha masyarakat yang
ada serta menjadi sarana bagi masyarakat dalam memasarkan produk-produk yang ada dan

berikut jenis-jenis usaha yang ada di kabupaten PALI :



Tabel 2 : Daftar UMKM Perjenis Usaha di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

(PALI)

No Jenis Usaha Jumlah
1. Batu Bara 107
2. Salon 61
3. Penjahit 73
4. Bengkel 295
5. Air Isi Ulang 72
6. Meuble 62
7. Ernak Ikan 89
8. Ternak Kambing 154
9. Ternak Bebek 68
10. Ternak Ayam 13
11. Ternak Sapi 12
12. Kerajinan Kaleng 52
13. Dagang Manisan 498
14, Tahu 23
15. Rumah Makan 137
16. Aneka Manisan 246
17. Kelontongan 8
18. Kopi 25
19. Kerupuk 107
20. ATK 25
21. Limbah Bekas 28
22. Roti 21
23. Sayur-Sayuran 47
24. Optik 2
25. Gula Aren 10
26. Kerajinan Tangan 52
27. Cucian Mobil/ Motor 11
28. Sparepat 14
29. Fashion / Pakaian 42
30. Jual Beli Karet 6
31. Material 11
32. Kerajinan Anyaman 283
33. Tempe 112
34. Kripik 97
35. Gas / BBM 43
36. Internet 24
37. Limbah Bekas 28
38. Les / SMP YKPP Pendopo 1
39. Pahlawan MIPA Praktek 1




Total | 2.945
Sumber: Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten PALI (PALI)

Apabila dilihat pada tebel 2 maka usaha masyarakat yang ada di Kabupaten PALI lebih
banyak condong ke arah pedagang manisan yang berjumlah 498 pedagang yang tersebar di
setiap kecamatan selanjutnya usaha kedua yang lebih banyak diminati yaitu usaha bengkel
dengan jumlah 295 dan yang ketiga yaitu kerajinan anyaman dengan jumlah 283
pengerajin anyaman. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan
UMKM Kkarena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UMKM memiliki fungsi yang
sangat penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah. Berikut usaha yang
dilakukan pemerintah kabupaten PALI dalam rangka meningkatkan produktivitas yang
ada agar lebih diminati oleh masyarakat luas, yaitu :

Tabel 3 : Rekapitulasi Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2017

No Uraian Kegiatan Dana Anggota Keterangan
1. Pelatihan Kewirausahaan 21.000.000 | 30 Orang | Pemberian
e Praktek persiapan dodol pelatihan terhadap
tape ubi pengusaha dodol
e Praktek persiapan permen
tape ubi
2. Pameran Peralatan 4.500.000 6 orang Pemasaran

produk-produk
yang ada di PALI

3. Promosi HUT PALI 32 orang Pameran produk
ukm yang ada di
PALI

Sumber: Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten PALI (PALI)

Pemerintah Kabupaten PALI disini berusaha menciptakan produk-produk yang ada
agar dapat menjadi penghasilan bagi Kabupaten PALI, salah satunya dengan menciptakan
berbagai produk seperti dodol tape ubi seperti yang tercantum di tabel 3. Selain itu

pemerintah daerah beserta Dinas Koperasi dan UKM juga harus menfokuskan



pengembangan produk UMKM-nya dengan cara menciptakan kerajinan tangan seperti
Ambung kerajinan yang terbuat dari rotan dan biasanya digunakan untuk berkebun, lalu
ada Bakul pesegi empat bertutup, Caping anyaman bambu yang berbentuk topi, dan
kerajinan tangan lainnya.

Dengan adanya produk yang akan di unggulkan maka pemerintah juga harus memiliki
sumber daya yang dapat mengelolanya dengan baik agar produk yang dihasilkan menjadi
berkualitas, untuk sekarang jumlah sumber daya yang menerima pelatihan dodol tape ubi
berjumlah 30 orang yang terdiri dari 13 laki-laki dan 17 perempuan. Pelatihan yang
diberikan oleh pihak dinas sebagai fasilitator dalam pengembangan usaha biasanya dalam
hal sosialisasi dan pengarahan di dalam pembuatan dodol tape ubi. Disini Dinas Koperasi
dan UKM tidak membantu dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk barang.
Namun para pengusaha UMKM dengan berbagai keterbatasannya perlu difasilitasi,
digerakan dan dimotivasi sehingga semakin berkembang naluri kewirausahaannya dengan
upaya-upaya terpadu dan terencana seperti pelatinan kewirausahaan terhadap para
pengusaha dan sosialisasi mengenai produk yang akan dibuat. Pada Tahun 2017 anggaran
yang dilontarkan dari pusat kepada Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 2,8 milyar,
seharusnya dengan dana sebanyak itu dinas koperasi dan UKM dapat memanfaatkannya
dalam pengembangan UMKM. Apalagi kalau hanya untuk pelatihan kewirausahaan
seharusnya dapat dilakukan sebanyak mungkin agar masyarakat dapat memahami
sepenuhnya. Hal ini diharapkan agar pengetahuan terhadap produk yang dipasarkan dapat
memiliki kualitas jual yang tinggi. Selain itu sarana pemasaran produk-produk yang ada
perlu juga dilakukan pembaharuan tujuannya agar masyarakat yang ada di daerah maupun
di luar dapat mengetahui produk-produk yang ada di Kabupaten PALI (Penukal Abab

Lematang Ilir). Wirausaha pun dapat mendayagunakan segala sumber yang dimiliki



dengan proses yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadikan UMKM siap
menghadapi tantangan Kkrisis global.

Hal ini meliputi beberapa hal diantaranya selalu berpikir secara visionaris, artinya
selalu melihat jauh ke depan sehingga memiliki perencanaan yang tidak saja jangka pendek
namun juga bersifat jangka panjang. Belajar dari pengalaman orang lain juga dapat
menerima Kritik serta saran untuk masukan pengembangan UMKM menjadi hal yang
sangat penting untuk pengembangan usaha. Selain itu bertindak inovatif menjadi hal
penting bagi seorang pengusaha karena dengan bertinfak secara inovatif maka membuat
pelaku dapat selalu berusaha meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam
setiap aspek kegiatan usaha, meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi persaingan
bisnis, berani mengambil resiko, dan menyesuaikan profil resiko serta mengetahui resiko
dan manfaat dari suatu bisnis.

Tabel 4 : Data UMKM Perkecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Tahun 2017
No Nama Kecamatan Jumlah
1. Penukal Utara 184
2. Penukal 158
3. Talang Ubi 2283
4. Tanah Abang 337
5. Abab 33
Total 2995

Sumber: Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten PALI (PALI)

Melihat cukup banyaknya pengusaha UMKM pada tabel 4 pada sektor jasa, petani,
peternakan, maupun perdagangan maka dapat di pastikan bahwa Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI) dapat menjadi salah satu garda bagi Provinsi Sumatera Selatan.
Apabila potensi pada usaha-usaha yang ada di atas dikembangkan dan dikelola dengan
baik oleh pemerintah khususnya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(UMKM) maka sangat bermanfaat besar bagi pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir (PALI) dan perekonomian masyarakatnya.



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat signifikan
dalam mengatur permasalahan-permasalahan produk dalam mengatasi persaingan global
khususnya kesiapan produk-produk yang akan dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sehingga sangat diharapkan oleh masyarakat untuk
bisa melakukan pendataan, manajemen, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan,
kualitas, dan pengawasan yang sesuai agar masyarakat PALI mampu bersaing. Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DiskKop UKM) harusnya dapat senantiasa
memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil
penelitian dilapangan ada beberapa masalah dalam implementasi program pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(PALLI) yaitu :

1 struktur organisasi yang belum berjalan dengan efektif karena kurangnya intensitas

pihak dinas dengan pengusaha.

2 terjadinya tumpang tindih tugas antar pegawai pada saat pelaksanaan kegiatan
pelatihan kewirausahaan.

3 anggaran yang belum terealisasi penuh sehingga menyebabkan kurangnya kegiatan
di Dinas Koperasi dan UKM.

4 Intensitas dan jangka waktu yang terlalu singkat karena hanya dilakukan satu kali
dalam satu tahun dan hanya dilakukan dalam satu hari dengan jangka waktu 3
sampai dengan 4 jam.

5 tidak adanya peraturan yang mengatur pasti mengenai kegiatan pelatihan
kewirausahaan.

6 kurangnya sarana informasi bagi pengusaha untuk mengetahui apa saja yang terjadi

di Dinas Koperasi dan UKM maupun pada saat kegiatan pelatihan kewirausahaan.



Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Kebijakan
Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Pada pasal 4 mengenai fasilitasi pengembangan
usaha yang di dalamnya terdapat dua point yang berbunyi :

1. Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf

a dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi

dan pengolahan, pemasaran, sumber daya, serta desain dan teknologi.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka penulis membatasi dan hanya meneliti
fasilitasi pengembangan SDM yang terdapat pada ayat ke 2 Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
UMKM. Adapun bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia yakni
berupa pelatihan kewirausahaan oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir, sehingga penulis menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk skripsi
dengan judul Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dilakukan maka yang menjadi rumusan
masalah adalah bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017 dalam

bidang pengembangan SDM di Kabupaten PALI?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurai diatas maka penelitian ini memiliki
tujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2013 Tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah
pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, yaitu pada bidang
Kebijakan Publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah terhadap bagaimana Implementasi Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pengembangan
UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017 pada bidang pengembangan SDM.

2. Secara Praktis
a. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
informasi dan menambah wawasan mengenai kebijakan publik khususnya dalam
bidang pemasaran pengembangan pada UMKM dan sebagai sarana untuk

mengembangkan kemampuan.
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b. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti
dalam terjun langsung ke lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal
untuk mengembangkan kemampuan menjadi guru profesional.

c. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama
dalam bentuk saran kepada pemerintah di Kabupaten Penukal Abab Lematang

[lir (PALI) dalam penataan dan pengembangan UMKM.
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